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ABSTRAK

ASAS-ASAS HUKUM DALAM BUKU III KUH PERDATA DIKAITKAN
DENGAN PERJANJIAN FIDUSIA SEPEDA MOTOR PADA
PT. DUTA PUTRA SUMATERA MEDAN

OLEH

AKMAL
NPM : 07 840 0044
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Pembahasan yang akan dilakukan dalam skripsi ini adalah tentant
diterapkannya ketentuan buku III KUH Perdata khususnya perihal perjanjian dalam
jaminan fidusia terhadap perjanjian jual beli kendaraan bermotor secara cicilan pada
PT. Duta Putera Sumatera Medan. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini
adalah bagaimana bentuk dan isi perjanjian fidusia pada PT. Duta Putera Sumatera
Medan dan mengapa dalam hal perjanjian fidusia debitur dalam posisi yang lemah.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara
kepustakaan dan juga penelitian lapangan pada PT. Duta Putra Sumatera Medan

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan proses pelaksanaan pemberian
kredit dengan jaminan fidusia melalui tahapan sebagai berikut : tahap Persetujuan
dilanjutkan Perjanjian Kredit , yang intinya mengandung pemberitahuan tentang hal-
hal pokok yang disetujui bank sehubungan dengan kredit tersebut, tahap pembuatan
Akta Jaminan Fidusia . Pembuatan Akta Jaminan Fidusia harus dilakukan dihadapan

otaris dengan penghadap pihak pertama adalah Pemberi Fidusia dan pihak kedua

Penerima Fidusia. Notaris wajib menerangkan dan menjelaskan isi akta
ersebut dan pendaftaran Akta Jaminan Fidusia dilakukan melalui notaris yang

pada Kantor Pendaftaran Fidusia setempat untuk mendapatkan sertifikat

aminan Fidusia. Apabila kendaraan bermotor sebagai objek Jaminan Fidusia yang

kepada pihak ketiga, maka tindakan kreditor (Penerima Fidusia) adalah

memastikan bahwa objek Jaminan Fidusia tersebut adalah benar sesuai dengan data

ang ada kemudian dengan berdasarkan Akta Jaminan Fidusia mempunyai daya paksa

menarik kembali objek jaminan tersebut dari tangan pihak ketiga yang

- anjutnya apabila upaya ini tidak berhasil maka dengan cara somasi atau gugatan
dataan.

Disarankan dalam rangka untuk melindungi kepentingan kreditor (Penerima
] ), maka disarankan untuk mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia pada Kantor

- Fidusia. Hal ini dimaksudkan untuk dapat memberikan perlindungan
erhadap kreditor (Penerima Fidusia) dan memberikan hak yang didahulukan
kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lain.
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BAB I

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan Nasional
merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan
makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Dalam rangka
dan meneruskan pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik
perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana besar. Seiring dengan
meningkatnya pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang

bahagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut
pinjam-meminjam.’

Di dalam masa pembangunan ini kehidupan masyarakat tidak terlepas dari

bagai kebutuhan, karena pada umumnya dalam masyarakat seorang tidak
mampu memenuhi segala kebutuhannya sendiri, ia memerlukan tangan ataupun
dari pihak lain. Maka dalam keadaan demikian tidak jarang melakukan

piutang sekedar untuk tambahan dana dalam mencukupi hidupnya.
tang piutang merupakan suatu perbuatan yang tidak asing lagi bagi
at kita pada masa sekarang ini. Utang piutang tidak hanya dilakukan oleh
rang yang ekonominya lemah, tetapi juga dilakukan oleh orang-orang yang

a relatif mampu. Suatu utang diberikan terutama atas integritas atau

Purwahid Patrik dan Kashadi, Hukum Jaminan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro,
Semz=ng 2008, hal 32.
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kepribadian debitor, kepribadian yang menimbulkan rasa kepercayaan dalam diri

kreditor, bahwa debitor akan memenuhi kewajiban pelunasannya dengan baik.

Akan tetapi juga suatu ketika nampaknya keadaan keuangan seseorang baik, belum

menjadi jaminan bahwa nanti pada saat jatuh tempo untuk mengembalikan
pinjaman, keadaan keuangannya masih tetap sebaik keadaan semula.?

Bagi pihak yang meminjamkan uang (kreditor) dalam melepaskan uangnya

hanya sekedar diikuti oleh rasa percaya saja, tetapi juga disertai, dengan adanya

Oleh sebab itu dalam perbuatan pinjam meminjam uang tersebut jika

hanya didasarkan pada rasa percaya saja, maka tentunya akan timbul kerugian,

khususnya bagi pihak kreditor sebagai pihak yang memberikan/melepaskan

barangnya, apa bila debitor tersebut cidera janji.

Selanjutnya untuk menampung kebutuhan masyarakat, perkembangan

dan perkembangan perkreditan dalam masyarakat Indonesia sekarang ini

emerlukan bentuk-bentuk jaminan pembiayaan, di mana orang memerlukan

it dengan jaminan barang bergerak, namun tersebut masih tetap dapat

enggunakannya untuk keperluan sehari-hari maupun untuk keperluan usahanya,

kredit yang demikian tidak dapat ditampung hanya oleh peraturan-

gadai, yang tidak memungkinkan benda jaminan tersebut tetap berada

ang menggadaikan, mengingat ketentuan dalam Pasal 1152 ayat (2) KUH

- yang mensyaratkan bahwa benda-benda bergerak berwujud yang

J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak-hak Kebendaan,, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal 97.
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